BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Upaya Preventif dan Represif

Kepolisian Resor Bojonegoro dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi

Online”, kesimpulan sebagai berikut:

1.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro telah berjalan
sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom
masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui pemberian imbauan dan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak judi online
dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Sosialisasi dilakukan secara
langsung melalui peran Bhabinkamtibmas yang berinteraksi dengan
masyarakat, serta melalui media online sebagai bentuk penyesuaian
terhadap perkembangan teknologi informasi. Pendekatan tersebut
menunjukkan bahwa Polres Bojonegoro tidak hanya menitikberatkan
pada penindakan, tetapi juga berupaya membangun kesadaran hukum
masyarakat sebagai langkah pencegahan dini. Seluruh upaya preventif
ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan
bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki

konsekuensi hukum yang jelas.
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2. Upaya represif Polres Bojonegoro dilaksanakan secara sistematis sesuai
dengan ketentuan hukum acara pidana. Ketika ditemukan indikasi tindak
pidana judi online, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan,
dilanjutkan dengan penangkapan pelaku serta penyitaan barang bukti
berupa perangkat elektronik yang digunakan. Selanjutnya, perkara
diproses oleh Unit Reserse Kriminal Polres Bojonegoro hingga berkas
perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri
Bojonegoro untuk proses penuntutan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Penanganan perkara ini didukung oleh sinergi yang baik antar lembaga
penegak hukum, serta koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan
Digital dalam pemblokiran situs judi online. Efektivitas upaya represif
terlihat dari adanya penurunan jumlah kasus yang ditangani, yang
menunjukkan terciptanya efek jera bagi pelaku dan meningkatnya kehati-
hatian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan
hambatan signifikan dari sisi internal kepolisian, meskipun tantangan
eksternal berupa cepatnya perkembangan teknologi dan munculnya situs

judi online baru masih menjadi kendala utama.

Secara keseluruhan, upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Polres
Bojonegoro dalam menanggulangi judi online dapat dinilai cukup efektif.
Pendekatan yang mengombinasikan edukasi hukum, penegakan hukum yang tegas,
serta koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa Polres Bojonegoro telah
menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun

demikian, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan pengawasan siber,
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serta kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan tetap diperlukan agar

penanggulangan judi online dapat berjalan lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, penulis
menyarankan agar Polres Bojonegoro terus memperkuat upaya penanggulangan
tindak pidana judi online melalui penerapan langkah preventif dan represif yang
berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Upaya preventif perlu ditingkatkan
melalui edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih terstruktur serta berbasis
literasi digital, khususnya kepada kelompok masyarakat rentan seperti pelajar,
mahasiswa, dan masyarakat usia produktif, agar mampu memahami bahaya serta
konsekuensi hukum dari praktik judi online. Di sisi lain, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia kepolisian juga perlu menjadi perhatian, terutama melalui
pelatihan khusus di bidang kejahatan siber, penguatan kemampuan penelusuran
transaksi elektronik, dan pengelolaan alat bukti digital guna menghadapi
kompleksitas kejahatan berbasis teknologi informasi. Selain itu, koordinasi dan
sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
serta instansi terkait di bidang teknologi informasi, perlu terus diperkuat untuk
menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam penanganan perkara judi
online. Pelibatan aktif masyarakat melalui peran Bhabinkamtibmas dan tokoh
masyarakat juga penting untuk mendorong kesadaran kolektif dalam mencegah
dan melaporkan praktik judi online, sehingga upaya penanggulangan dapat

berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di wilayah hukum Polres Bojonegoro.
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